
BUPATI TANA TORAJA,

Lingtungan Pemerintah Kabupaten Tana

bahwa dalam rangka mengoptimatkan potensi sumber

daya aParatur perlu membuka kesempatan yang lebih luas

Uagr rega*ai Negeri Sipil untuk berkompetisi secara

t"r-brU 
"a"u- 

seleksi.labatan pimpinan tinggi pratama di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur
penifaiai-r untuk pengisian jabatan Pimpinan finggi
'prat ma ai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana

Toraja maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 65

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kualilikas

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

Pemerintai KabuPaten Tana Toraja p€rlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menctaPkan Peraturan Bupati

Tana Toraja tentang Pirubahan Atas Peraturan BuPati

Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan

Kualifrkasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di

Menimbang ; a

Mengingat

b

c

1. Undang-Undang Norrior 29

Pembentukan Daerah-Daerah
(1,€mbaran Negara Republik Indonesia Tah 1959 Nomor

Tahun
TinBkat

959 tentanS
di Sulawesi

Indonesia74, Tambahan kmbalan Negara

Nomor 1822);
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BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.'A

NOMOR /6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 65 TAHUN

2016 TENTANG STANDAR KOMPSTENSI DAN KUALIFIKAS JABATAN PIMPINAN

TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA"'A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Undans-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

i"*"ri.sirii "n"grt (t€mbaran Negara Republik

iriJ"""l" h*rrn iot + Nomor 6, Tambahan lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang
leTerintatm Daerah (Le mbaran Negara n"p"Ufii
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan LemUaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undanglu.rd.rrg
Nomor 9 Tahun 2Oi5 tentang perubahan feiua ataf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintalan Daerah (l,embaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2OlS Nomor 59, Tambahan Lemlaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hun
2000 Nomor 197, Tambahar kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 Tentang
Perubahar Atas Peraturan pemerintah Nomor lOO Tahun
2000 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Strukturat (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan l.€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Talun 2OO3 tentalg
Wewenang Pengartgkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahar
t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264),
sebagaimana tela-h diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahar Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenarg
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarg
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Talun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peratural Pemerintah Nomor 11 Talun 2017 tentang
Manqjemen Pegawai Negeri Sipil (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahuu 2014 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinar Tinggi secara Terbuka
dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentul€n dan Susunan Perangkat
Daera}t Kabupaten Tana Tor4ja;

10. Peraturan Bupati Tarla Tor4ja Nomor 65 Talun 2016
tentang Standar Kompetensi dan Kua_lifrkas Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungarr Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja;



,3-

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 5 peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dafi Kualifikas Jabatal
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungal pemerintai Kabupaten Tana Torqia
{Berita Daera-h Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 65, Tamba}ran
Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 01) diubah sehingga pasal s
berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 65 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUAUFIKAS
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAE}UPATEN TANA TORA.IA.

Pasal I

Pasa.l 5

(l) Persyaratan standar kompetensi sekurang-kurangnya meliputi :

a. kompetensimanajerial:
1. mampu berlikir fle ksibel;
2. mampu memunculkan ide/gagasan dal pemikiran baru;
3. mampu berfrkir konseptual;
4. mampu bertindak secara konsisten;
5. mampu menyelaraskan priiaku diri dengan melibatkal diri dalam

kepentingan organisasi;
6. mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi;
7. mampu mengembangkan potensi orang lain da.lam organisasi;
8. mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain;
9. mampu menjalin darl membina hubungan kerja;
10. mampu melaksanakan keteraturan sesuai

pekerjaan;
dengan standar

11.mampu bertindak cepat dan tepat dalam melaksanakan
keputusan;

12. mampu menlrusun rencana kerja; dan
13. mampu menyelesaikan konflik dalam organisasi.

b. kompetensi teknis:
1. memahami tugas dan fungsi organisasi:
2. mampu menlrrsun program dan kegiatan organisasi;
3. memahami indikator kinerja utama organisasi;
4. mampu mengidentifikasi permasalahan organisasi dan

menemukan a.lternatif solusi;
5. menguasai regulasi- regulasi yang dengan tugas dan fungsi

orgamsasu

6. memahami prinsip-prinsip pelayanan
7. menguasai prinsip-prinsip tata kelola tahan yang baik;
8. menguasai prinsip-prinsip

kinerja orgarisasi;
/ pertanggungiawaban
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9. mampu berkoordinasi dan membsngun ketjasana antar
organisasi; dan

10. menguasai sistem pengendalian intemal pemerintah (SPIB dalam
organisasi.

c. kompetensi sosial kultural:
1. memiliki wawasan kebangsaan yang kuat;

2. memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal dengan baik.

(2) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakul<an melalui metode penilaian uji
kompetensi (asseament center) atau metode penilaian lainnya.

(3) Pcnilaian persyaratan startdar kompetensi teknis dan sosial kultural
sebagaimana dimeksud pada ayat (U huruf b dan huruf c dilakukan
melalui metode tertulis dan wawancana.

(4) Persyaratar kualifrkasi sekuraag-kurangnya meliputi :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II A :

1. Berstatus PNS aktif;

2. Pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);

3. pangkat minimal Pembina Utana Muda (IV/c);

4. tetah mengikuti dan lulus Pendidikan darr Pelatjhan Kepemimpinaa
tingkat U (diklat PIM U) atau yang s€t€ra;

5. sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
(JP-I) Pratama (setata jabatan struktural eselon II/B) selama 4
(empat) tahun dan paling sedikit pemah menduduki 2 (dua) JPT
Pratama (set ra jabatan eselon II/B berbeda);

6. dikecualikan dari ketentuan nomor 4 5 bagi calon yang sedang
paling rendah memilikimenduduki Jabatan Fungsional terten

pangkat Pembina Utama Muda
tahun dan me miliki kua-lifikasi
kompeten;

IV/c selama 4 (empat)
t pndidikan yang

7. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bemilai
baik selama 2 (dua) tahun terakhir;

8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10. persyaratan lain yang ditentukan secara khusus.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon lI B :

1. Berstatus PNS altif;
2 . pendidikan sckurang-kurangnya Strata Satu (S 1 ) ;

3. pangkat minimal Pembina [V/a);
4. sekurarg-kurangnya tetah mengikuti dan lulus Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yarg setaia;

5. sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Administrator
(setara jabatan struktural eselon III/A) selama 1 (satu) t€hun dan
paling sedikit pemah menduduki 2 (dua) Jabatan Administrator
(setara jabatan sEuktural eseton III) yang berbeda selama 3 (tiga)

tahun;



dan memiliki kualilikasi
7. mendapat penilaian pre

tingkat pendidikan yang kompeten;

kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
selama 2 (dua) tahun

8. tidak sedang menjalani h
9. sehat jasmali dan rohani;

secara khusus1O. persyaratan lain yang

(5) Penilaian persyaratan kua.lifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukal secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menget:huinya, memerinta-hka.n pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tana Toraja.

Ditetapkan di Mal<ale

pada tanggal 31 iJ"C aot?

BUPAII TANA TORA"IA

NICODEMUS BIRING AE

Diundargkan di Makale
pada tangga.l 3r l.\, ?ot-V

PIh. SEKRE"IARIS DAERAH UPATEN TANA TORA"'A,

SEMUEL E BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2017 NOMOR /6

6. dikecualikai dari ketentuan nomor 4 dan 5 bagi calon yang sedang
menduduki Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah memitiki
pangkat Pembina Tingkat t golongan IV/b selama 4 (empat) tahun

disiplin sedang atau berat;



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.63,2017

Menimbang

Menetapkan

PERATURAN PDMERINTAII REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2OI7
,I }'N1'ANG

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI STPIL

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANC MANA'JEMEN PEGAWAI

NEGERI SIPIL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal l8
ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 a)'at (4), Pasal 57, Pasal

67, Pasat 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85,

Pasa.l 86 ayat (4), Pasal89, Fasal 91 ayat (6), Pasa.l92 ayat (4),

dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5'lahun 2Ol4 tentang

Apg.ratur Sipil Negara, P€rlu menetapkan Peraturan

PemerinEh tentang ManajemeD Pegawai NeBeri SiPii;

Pa6ai 5 ayet (2) UrldailS-Ur1daii8 Das.ai iie8ars RePublik

tndonesia Tahun I945;

Undang Undan6l No:nor 5 Tahui 2Ol4 tcntang Lparatur

sipil Negara {t,embatan Negara Republik Indonesia Tahun

2014 No[ror 6, TalEbaha! L€lnbata.ll Negata Republik

Indonesia Nomor 5494);

ADMINISTRASL KepeSawaian. PNS. Manajemen.
Pencabutan- (Penjelasai! dalaE Tambaian LembFjen
Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

luerBrlSdr

www.peraturan.go.id
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Bagia! Keempat

Jabatan Pimpinan Tinggi

Paragraf 1

Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas

Jabatan PimPiDan Tinggi

Jenjang JPI terdiri atas

a. JPi utamai

b. JPI madya; dan

., Jrr Prdl4rrd.

D---r rn,l

JPf berfungsi memirnpin da.n memotivasi setlap Pegawai ASN

pada Instansi Pemeri!'lta h

Pasal lO4

(1) Setiap pejabat pimpinan tinggi harus rnenjamin

akuntabilitas Jabatan.

{2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimaia dioaksud pada ayat

(l) meliputi:

a, JPI utama:

1. tersusunnya kebijakan ya,lg mendukung

Pelaksanaan Pembangunan;

2. peningkatan kapabilitasorganisasi;

3. te.w_.ijudnya sineigi a'riai iilstar'si daiari!

mencaPai tujuan Pembangunan; dajr

4- terceleseikanP+'a masalah i'ang memlliki

kompleksitas dan risiko tinggi yang beldampak

n^liris

b. JPI madya:

1. terwujudnya perumusan kebijakan ]'ang

membeaikan solusi;

2. terlaksa.Iranya pendayagunaan sumber daYa

untuk menjamin produt<tivitas unit kerja;

www.peraturan.go.id
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3. terlaksananya penerapan kebijakan dengan
risiko yang minimal;

4. tersusuDnya progr.arn yia.rlg dapat menjarniD
pencapaian fujuan organisasi;

5. terlaksatranya penerapan program organtsasi
yang belkesinambungan; darl

6. tenvujudnya siner8i afuar pirnpinan di daiarn
dan antar organisasi untuk mencapai tujuan
pemba,-,str;:,an 5,zrrg ef€k.;f da,- efisiel.

JPT pratarna:

1. tersus'Jnnj'a xlmussx altel:latrf keblja-L.cjl .,.a.aA

oemberika! solusi;

2. tercapalnya hasit ke4a unit selaras de!tga!!
tujuan orga4isasi;

3. terwujudnlra pengembangen strategi yang
terintegrasi untuk mendukung pencapa;d-l

tuiuan organisasi: darr

4. ters'ujudnya kapabilitas pada unit kerja unruk
mencapai outcorne organisasi.

Paragraf 2

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 105

(1) JPI utafta, JPf madya, dan JPI pratarna diisi dari

kalaigar PNS.

(2) Setiap PNS yang memenulu syarat mempunyai

kesempatan yallg safiIa untuk mengrsl JI'l'yang lowong.

Pasai iO6

(l) JPI utama da.r! JPT madya tertentu dapat diisi da.ri

kal;,nso', ,ii,i PNS Li.,,s;'i pc'5<iujui'r P,"si,i.,, "r;rtg
pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif

ser+.a dite',apkan dalari -v'eputusar. Presidei.

{2) Jt,I utama dan JPI madya tertentu sebagaimana

dilllaksud pada a].at (1) dll<eo.ralik-ar l.!nt!.rk JPI utallra

dan JPI madya di bidang rahasia negara, pertahanan,

c

www.Peraturan.go.id
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keamarran, pengclolaan aparatur negara, keselseta-riatan

negara, pengelolaan sumber da]'a alam, dan bidang lain

ya.flg ditetapkar Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JPI utama dan JP,I

maclya tertentu sebagaimana dlmatsud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasa.l 107

PersyaJatan untuk dapat diangkat dalarn JPf dari kalangan

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O5 sebagai berikuti
a. JPf utamal

I. memiiiki kuaiil-ri<asi pendidikan paiing rendah

sa.rjana atau diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teimis, ibmpetensi i/ianajeriai,

dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai starldar

hu"'lrrc' rsr uauaLdr Jd'B u'rbpbdr,

3. memiliki pedgalaman Jabatan dalam bida.ng tugas
.lan ,En I.l,.r--

seca.ra kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh)

ta.h'r.;

4. sedang atau pernah menduduki JPI madja atau JF
jenjang ahli utama paling singkat 2 ldua) tahun:

5. memiliki lekain jejak Jabatan, integritas, dan

moralitas yang baik;

6. usia pa.ling tinggi 58 {1ima puluh delapan) tahun;

dan

7. sehatjasmaridar.ohani.
b. JPT madya:

1- memrlrki kualrlikasi pendidtkan paling rendatr

sa.rjana atau diploma IV;

2. memiiiki i(omperensi Teknis, l(ompetensi Maaajeriai,

dan Kompetensi Sosia-l Kultural sesuai stardar
k,rrripeterlsi .iaba'lai1 yailg,i;iet-apkari;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidaag tugas

Jdri5 l_dr ujuuuuE

secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh)
I,a.hun;

www.peraturan.go.id
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4. sedang atau pemah menduduki JPT platama atau

JFjcnjang 6h1i utama paling singkat 2 (dua) tahun;

5. memiliki rekarn jeja-k Jabatan, integritas, dan

mola.litas yang baik;

6. usla paling trnggl 56 (lima puluh delapan) tahuoi

dan

7. sehat jasmani dan roha.ri.

JPlpratana: \r/
Irr ru'ur^dr I Pdrrrl< rcrrudr

sarjana atau diploma IV;

dan Kompetensi Sooial Kulfural gesuai standar

k-ompetensi Jabatan yang ditetapk-afl ;

3. firemiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas

yang terkait dengan.rabatan ]'ang akan diduduki

secara kumulatif paling kurang selama 5 {lima)

tahun:

4. sedang atau pernah menduduki Jabatan

adtninistrator atau JF jenjang a1 i madya paling

singkat 2 (dua) tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan

moralitas yang baik;

6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) talun; dan

7. sehat jasmani dan rohani.

P;*al I On

Persyar"atan untuk dapat diangkat dalarn JPT daJi kalangan

sebagai berikut:
a rrf r!ro6a.

l. warga negara Indonesia;

2. memiliki kualifikasi pendidikan pa.ling rendah

Pascasarjara;
3, memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,

dan Kompetensi Sosial Kuitural sesuai sta.rrd,tr

kompetensi Jabatat! yang ditetapkan;

www peraturan.go.id
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4. memiliki pengalamari Jabatan dalarn bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
seca-ra kumulatif paling singkat lS (lima belas)

tahun;

5. trdak menJadi anggota atau pengurus paital polttlk
paling singkat 5 (lima) t iun sebelum pendaJtaian;

ddak pemah dipidana dengan pi<iana peoiara; y'
memiliki reka$ jejak Jabatan, integritas, dan

8. usia paling tinggi 58 (Iima puluh delapan) tahun;
o --rr^+ inc6--;

10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
dali PNS. prajirrit Tentala Nasia!1al lndonesia,

anggota Kepolisian Repubtk fndonesia atau pegawai

swasta.

JPf madya:

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendall

pascasarjana;

3. memilikr Kompetensi Teidis, Kompetensi Manajenal,

da! Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi iabatan ya.tlg dibutuhkan;

4. memiliki penga.laman Jabatan dalam bidang tugas

yarlg ii.(ai o.iiBdi ududtdr Jd'B ddr urquuutu

secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

5. .id,al: :renjadi an36ct! /pe:1 gut-.:s pair..i pclitik pclinfl

singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

ridak pernah dipidarra denga:r pidaaa peoj aft; V"'
7. memiliki iekam jejak Jabatan, integritas da,

moralitas ],ang baik;

8. usia paliug tinggi 58 (1ima puluh delapa$) tahun;

9. sehat iasmani dan rohali: darl

10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat

dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

alSgota Kepolisiai Nega-ra Republik lndollcsia atau

pegawai swasta.

www.peraturan.go. id
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pasal 109
(1) Kompetensi Teknis seb aimana dimaksud dalam pasal

1O7 dar pasa_l 1OB diukur.da_ri tingkat dan spesiatisasi
p€ndidikan, pelatihan teknis fungsional, dan peng€laman
beketla secal.a teknis

(2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 1O7 dan Pasai i08 diui<ur daii iingkat pentiidikan,

Felatiha.n struktrral atau manajehen, dan pengaleman

[EPE"Ir"prrrar.

(3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
d^r^- D-^^t rn7 r.n D-6-t

keia berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal

agarna, suk!-r, dan budal,a sehingqa memiliki srawasarl

kebangsaan.

(4) Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Msnajeriel, dan

Kompeteosi Sosial Kultural sebagaimarla dimaLsud pada

ayat (11, ayat 12) de,r ayat (3) ditetapkan oleh Menteri

berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pen tsunan

Kurrpetensi Teknis, Kompeteosi Manajerial, da.n

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada

ayat l2), ayat (3), dan ayat {4) dlatur dcngan Peraturan

Menteri.

ParaAraf 3

Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan

Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 110

(1) PeIlgisian JPT uta$a dan JPT madya di kementerian,

iembaga pemerintah nonkementerian, kesekrclatiatan

lembaga negara, lembaga nonstrukura.I, dan Instansi

Daiiair .liiakrikari secala tetinik. .1aji koripetitif di

katanga.rl PNS sesuai dengan persyaratar! sebagaimana

12) Peneisian JPI utama dan JPf madya sebagaimana

;i6.lzsrl,{ nar{a avar I1l .lilaL!!L-n n./ir rindlzrr n,ci^nrl

www.peraturan.go.id


